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ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of Village Financial Planning, 

Accountability, and Transparency on Village Government Performance in 

Detusoko District, both partially and simultaneously. This research employs a 

quantitative approach with a causal associative research design. The population 

of this study consists of all village government officials in Detusoko District, 

totaling 126 individuals. The sampling technique used was purposive sampling, 

resulting in a sample of 63 respondents. Data were collected through 

questionnaires designed using a Likert scale. The data were analyzed using 

descriptive statistics and multiple linear regression analysis with the assistance 

of SPSS software. The analysis included instrument testing (validity and 

reliability tests), classical assumption tests (normality, multicollinearity, 

heteroscedasticity, and autocorrelation), and hypothesis testing using t-tests and 

F-tests. The results indicate that Village Financial Planning, Accountability, and 

Transparency simultaneously have a significant effect on Village Government 

Performance, with an F-test significance value of 0.000. Partially, Village 

Financial Planning and Accountability do not have a significant effect on village 

government performance, while Transparency has a positive and significant 

effect and is identified as the most dominant variable. The Adjusted R Square 

value of 0.852 indicates that 85.2% of the variation in village government 

performance can be explained by the independent variables in this study. This 

study concludes that transparency is a key factor in improving village government 

performance in Detusoko District. Therefore, village governments are expected 

to enhance public information disclosure as an effort to improve performance and 

strengthen public trust.  

Keywords: Village Financial Planning, Accountability, Transparency, Village 

Government Performance. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perencanaan Keuangan 

Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa di 

Kecamatan Detusoko, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini 
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menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa di 

Kecamatan Detusoko yang berjumlah 126 orang. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 63 

responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang disusun 

menggunakan skala Likert. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif 

dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Pengujian 

meliputi uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik 

(normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta uji 

hipotesis melalui uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

simultan Perencanaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa, dengan nilai 

signifikansi uji F sebesar 0,000. Secara parsial, Perencanaan Keuangan Desa 

dan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah 

desa, sedangkan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan serta 

menjadi variabel yang paling dominan. Nilai Adjusted R Square sebesar 

0,852 menunjukkan bahwa 85,2% variasi kinerja pemerintah desa dapat 

dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa transparansi merupakan faktor kunci dalam 

meningkatkan kinerja pemerintah desa di Kecamatan Detusoko. Oleh karena 

itu, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi 

publik sebagai upaya memperbaiki kinerja dan kepercayaan masyarakat. 

Kata Kunci: Perencanaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, 

Kinerja Pemerintah Desa. 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintahan desa berperan sebagai 

elemen terdepan dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional pada tingkat paling 

rendah. Peran tersebut sangat strategis 

dalam mendukung percepatan 

pembangunan serta meningkatkan 

kapasitas dan kemandirian masyarakat 

desa. Desa sebagai unit pemerintahan 

terkecil, Desa memiliki kewenangan dalam 

mengelola berbagai potensi dan sumber 

daya yang tersedia guna mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 

Dalam menjalankan fungsi tersebut, 

pengelolaan keuangan desa menjadi salah 

satu aspek krusial yang harus diperhatikan 

secara serius. Pengelolaan keuangan yang 

dilakukan secara baik dan tertib akan 

menjamin pemanfaatan sumber daya desa 

secara efektif dan efisien, sehingga tujuan 

pembangunan desa dapat diwujudkan 

secara optimal. 

Pemerintahan desa sebagai 

pemerintahan terkecil diindonesia 

memegang peranan penting dalam 

mewujudkan pembangunan nasional. Desa 

merupakan tingkatan pemerintahan yang 

paling dekat dengan masyarakat dalam 
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penyelenggaraan pelayanan publik dan 

pembangunan. Pengelolaan pemerintahan 

desa yang baik sangat bergantung pada 

kemampuan pemerintah desa dalam 

mengelola sumber daya, terutama 

pengelolaan keuangan desa yang tepat, 

transparan, dan akuntabel. Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menegaskan pentingnya pengelolaan 

keuangan desa yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat, transparansi, 

dan akuntabilitas demi tercapainya tujuan 

pembangunan desa. 

Perencanaan keuangan desa 

merupakan proses awal yang sangat 

menentukan keberhasilan pengelolaan dana 

desa. Melalui perencanaan yang matang, 

pemerintah desa dapat mengalokasikan 

anggaran dengan tepat sasaran sesuai 

kebutuhan dan prioritas pembangunan 

desa. Perencanaan keuangan yang baik juga 

menjadi dasar dalam mengendalikan 

pengeluaran dan memastikan program-

program pembangunan dapat terlaksana 

sesuai target yang telah ditetapkan. Namun, 

realitas dilapangan masih banyak dijumpai 

perencanaan keuangan desa yang belum 

optimal, baik dari segi penyusunan 

dokumen perencanaan maupun 

implementasinya. Keadaan ini memberikan 

dampak langsung terhadap berkurangnya 

efektivitas kinerja pemerintah desa dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya.  

Selain Perencanaan keuangan, aspek 

akuntabilitas juga menjadi faktor penting 

dalam pengelolaan pemerintahan desa. 

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban 

pemerintah desa dalam memberikan 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana 

serta pelaksanaan program pembangunan 

kepada masyarakat dan para pemangku 

kepentingan terkait. Akuntabilitas adalah 

kewajiban pemerintah desa untuk 

bertanggung jawab dan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam mengelola 

sumber daya desa kepada masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya (Bovens, 

2007). Dengan akuntabilitas yang tinggi, 

pemerintah desa diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan 

memastikan bahwa pengelolaan sumber 

daya desa dilakukan secara transparan dan 

bertanggung jawab. Akuntabilitas yang 

kurang baik dapat menimbulkan berbagai 

masalah seperti penyalahgunaan dana, 

korupsi dan lemahnya kontrol masyarakat 

terhadap pemerintah desa. 

Transparansi merupakan pelengkap 

dari akuntabilitas yang memberikan ruang 

bagi masyarakat untuk mengakses 

informasi mengenai pengelolaan keuangan 

dan pelaksanaan program desa. 

Keterbukaan informasi ini sangat penting 

agar masyarakat dapat berperan aktif dalam 

pengawasan dan evaluasi pembangunan 

desa. Transparansi memungkinkan 
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masyarakat desa memperoleh informasi 

yang memadai tentang perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan 

dana desa sehingga mereka dapat 

melakukan kontrol sosial terhadap 

pemerintah desa (Hood, 2006). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Pratama 

(2020), ditemukan bahwa tingkat 

transparansi yang tinggi berkontribusi 

signifikan terhadap peningkatan kinerja 

pemerintah desa melalui peningkatan 

partisipasi masyarakat dan pengawasan 

yang lebih efektif. Namun demikian, masih 

terdapat desa-desa yang kurang 

mengoptimalkan transparansi, yang 

menyebabkan rendahnya pengawasan 

masyarakat dan potensi penyalahgunaan 

dana desa. Dengan transparansi yang baik, 

potensi konflik dan kecurigaan terhadap 

pemerintah desa dapat diminimalisasi, 

sehingga tercipta hubungan yang harmonis 

antara pemerintah desa dan masyarakat. 

Namun, dalam banyak kasus transparansi 

ditingkat desa masih kurang maksimal, 

yang menyebabkan rendahnya partisipasi 

masyrakat dan kurangnya pengawasan 

terhadap pelaksaan pembangunan. 

Kinerja pemerintah desa 

menunjukkan tingkat keberhasilan dari 

berbagai aktivitas yang dijalankan dalam 

melaksanakan fungsi pemerintahan, 

pelayanan publik, dan pembangunan desa. 

Kinerja yang baik dapat diartikan sebagai 

kemampuan pemerintah desa dalam 

melaksanakan program dan kegiatan secara 

efektif, efisien serta dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena 

itu, pemahaman terhadap faktor-faktor 

yang memengaruhi kinerja pemerintah desa 

menjadi hal yang krusial untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan 

pemerintahan desa secara menyeluruh. 

Kinerja yang baik ditandai dengan 

pencapaian target pembangunan, 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 

dan pengelolaan dana desa yang tepat 

sasaran (Robbins & Judge, 2013). Menurut 

penelitian Wahyudi dan Hasanah (2021), 

kinerja pemerintah desa sangat dipengaruhi 

oleh kualitas perencanaan keuangan, 

tingkat akuntabiltas, dan transparansi 

dalam pengelolaan keuangan desa. 

Berbagai penelitian sebelumnya telah 

mengkaji secara terpisah pengaruh 

perencanaan keuangan, akuntabilitas 

maupun transparansi terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Namun, sebagaian 

besar penelitian tersebut fokus pada 

pemerintahan kabupaten atau kota 

sedangkan studi yang memfokuskan pada 

pemerintahan desa masih sangat terbatas. 

Selain itu, sebagian besar penelitian hanya 

menguji variabel secara terpisah tanpa 

mempertimbangkan interaksi dan pengaruh 

simultan antara perencanaan keuangan, 

akuntabilitas, dan transparansi dalam 
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konteks pemerintahan desa. Hal ini menjadi 

gap penting yang perlu diisi, mengingat 

karakteristik pemerintahan desa yang unik, 

dan  memiliki tantangan tersendiri 

dibanding tingkat pemerintahan yang lebih 

tinggi. Pemerintah desa biasanya memiliki 

sumber daya manusia yang terbatas, 

mekanisme pengelolaan keuangan yang 

lebih sederhana, dan tingkat partisipasi 

masyarakat yang beragam (Supriyadi & 

Amalia, 2019).  

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan 

untuk mengkaji secara empiris pengaruh 

simultan perencanaan keuangan desa, 

akuntabilitas, dan transparansi terhadap 

kinerja pemerintah desa sebagai bentuk 

upaya memahami faktor-faktor kunci 

dalam peningkatan tata kelola 

pemerintahan desa yang efektif. Penelitian 

ini akan mengisi kekosongan tersebut 

dengan mengambil lokasi di Kecamatan 

Detusoko sebagai objek penelitian yang di 

harapkan dapat memberkan kontribusi 

praktis bagi pengembangan pemerintahan 

desa di wilayah tersebut. Dalam rangka 

mewujudkan pengelolaan keuangan desa 

yang transparan dan akuntabel, penelitian 

ini bertujuan untuk menggali informasi 

lebih mendalam guna memahami Pengaruh 

Perencanaan Keuangan Desa, 

Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap 

Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan 

Detusoko. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif 

kausal yang bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh Perencanaan Keuangan Desa 

(X₁), Akuntabilitas (X₂), dan Transparansi 

(X₃) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Y) 

di Kecamatan Detusoko. Data diperoleh 

dari 63 responden aparatur pemerintah desa 

yang dipilih menggunakan teknik 

purposive sampling melalui penyebaran 

kuesioner dengan skala Likert. Analisis 

data dilakukan menggunakan bantuan 

program SPSS melalui statistik deskriptif 

dan analisis regresi linier berganda. 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, 

terlebih dahulu dilakukan uji instrumen 

yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, 

serta uji asumsi klasik yang mencakup uji 

normalitas, multikolinieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa seluruh uji 

asumsi klasik telah terpenuhi, sehingga 

data dinyatakan berdistribusi normal serta 

bebas dari gejala multikolinieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan 

melalui uji t untuk mengetahui pengaruh 

parsial dan uji F untuk mengetahui 

pengaruh simultan variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil dari analisis statistik deskriptif 

dijelaskan pada tabel 1 berikut : 

Table 1. Deskripsi Statistik 

 

Sumber: Data Primer Diolah 2026 

Berdasarkan Tabel 1, variabel 

Perencanaan Keuangan Desa memiliki 

jumlah responden sebanyak 63 orang 

dengan nilai minimum sebesar 46,00 dan 

nilai maksimum sebesar 60,00. Nilai rata-

rata (mean) yang diperoleh sebesar 56,0794 

menunjukkan bahwa secara umum 

responden menilai perencanaan keuangan 

desa berada pada kategori baik. Standar 

deviasi sebesar 3,60690 mengindikasikan 

bahwa variasi data relatif kecil, sehingga 

jawaban responden cenderung homogen. 

Variabel Akuntabilitas menunjukkan 

nilai minimum sebesar 35,00 dan nilai 

maksimum sebesar 45,00 dengan nilai 

mean sebesar 41,7460. Hal ini 

menggambarkan bahwa tingkat 

akuntabilitas dalam pengelolaan 

pemerintahan desa dinilai cukup tinggi oleh 

responden. Nilai standar deviasi sebesar 

2,66983 menunjukkan bahwa persebaran 

data cukup rendah, yang berarti persepsi 

responden terhadap akuntabilitas relatif 

seragam. 

Variabel Transparansi memiliki nilai 

minimum sebesar 36,00 dan nilai 

maksimum sebesar 50,00 dengan nilai rata-

rata sebesar 46,6190. Nilai mean tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat transparansi 

pemerintah desa dinilai tinggi oleh 

responden. Standar deviasi sebesar 3,37174 

menunjukkan adanya variasi jawaban 

responden, namun masih berada dalam 

kategori wajar dan terkendali. 

Variabel Kinerja Pemerintah Desa 

memiliki nilai minimum sebesar 55,00 dan 

nilai maksimum sebesar 75,00 dengan nilai 

mean sebesar 69,9048. Nilai rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja 

pemerintah desa di Kecamatan Detusoko 

dinilai baik oleh responden. Standar deviasi 

sebesar 5,09495 mengindikasikan adanya 

variasi penilaian kinerja, namun secara 

umum responden memiliki persepsi yang 

positif terhadap kinerja pemerintah desa. 

Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi, 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

 

Table 1 Pengujian Regresi 
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Berdarakan tabel diatas diperoleh 

persamaan regresi dalam peneitian ini 

yaitu: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐 ++𝒃𝟑𝑿𝟑 + 𝒆 

𝒀 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟔 − 𝟎. 𝟑𝟎𝟔𝑿𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟕𝑿𝟐

+ 𝟏. 𝟎𝟕𝟎𝑿𝟑 + 𝒆𝟏 

Berdasarkan persamaan regresi 

tersebut, konstanta sebesar 0,076 

menunjukkan bahwa apabila variabel 

Perencanaan Keuangan Desa (X₁), 

Akuntabilitas (X₂), dan Transparansi (X₃) 

dianggap konstan atau bernilai nol, maka 

Kinerja Pemerintah Desa (Y) memiliki 

nilai sebesar 0,076. Koefisien regresi 

Perencanaan Keuangan Desa (X₁) sebesar 

0,306 menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan satu satuan pada variabel 

tersebut akan menurunkan Kinerja 

Pemerintah Desa sebesar 0,306 satuan, 

dengan asumsi variabel lain tetap. 

Koefisien Akuntabilitas (X₂) sebesar 0,067 

menunjukkan bahwa peningkatan 

akuntabilitas akan meningkatkan Kinerja 

Pemerintah Desa sebesar 0,067 satuan. 

Sementara itu, Transparansi (X₃) memiliki 

koefisien regresi sebesar 1,070 yang berarti 

setiap peningkatan satu satuan transparansi 

akan meningkatkan Kinerja Pemerintah 

Desa sebesar 1,070 satuan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Transparansi memiliki 

pengaruh paling besar terhadap Kinerja 

Pemerintah Desa dibandingkan variabel 

lainnya dalam model regresi ini. 

Koefisian Determinasi (R2) 

Berikut adalah hasil uji determinasi 

R2 yang terdapat pada tabel berikut : 

Table 3. Uji Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan tabel 3. Adjusted R 

Square bernilai 0.852 yang artinya 

pengaruh variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y) sebesar 85,2%. 

Uji Model (F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Table 4. Uji F 

 

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4, 

diperoleh nilai F hitung sebesar 119,514 

dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), 

yang menunjukkan bahwa model regresi 

yang digunakan signifikan secara simultan. 

Hal ini berarti bahwa variabel perencanaan 
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keuangan desa, akuntabilitas, dan 

transparansi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemerintah desa. Dengan demikian, model 

regresi dalam penelitian ini layak 

digunakan untuk menjelaskan hubungan 

antara variabel independen dengan variabel 

dependen, sehingga hipotesis yang 

menyatakan adanya pengaruh simultan 

variabel independen terhadap kinerja 

pemerintah desa dapat diterima. 

Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara parsial 

(satu persatu) berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Table 5 Uji T 

 

Berdasarkan hasil Uji t pada Tabel 11, 

variabel Perencanaan Keuangan Desa 

memiliki nilai t hitung sebesar 1,968 

dengan nilai signifikansi 0,054 (> 0,05) dan 

nilai standardized beta sebesar 0,217. Hasil 

ini menunjukkan bahwa H₀ diterima dan H₁ 

ditolak, sehingga Perencanaan Keuangan 

Desa tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap Kinerja Pemerintah Desa. 

Meskipun demikian, nilai koefisien beta 

yang positif mengindikasikan adanya arah 

pengaruh positif, namun pengaruh tersebut 

belum cukup kuat secara statistik. 

Variabel Akuntabilitas menunjukkan 

nilai t hitung sebesar 0,323 dengan nilai 

signifikansi 0,748 (> 0,05) serta nilai 

standardized beta sebesar 0,035. 

Berdasarkan hasil tersebut, H₀ diterima dan 

H2 ditolak, yang berarti bahwa 

Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah 

Desa. Nilai beta yang sangat kecil 

menunjukkan bahwa kontribusi variabel 

Akuntabilitas dalam menjelaskan variasi 

kinerja pemerintah desa relatif rendah. 

Variabel Transparansi memiliki nilai 

t hitung sebesar 7,479 dengan nilai 

signifikansi 0,000 (< 0,05) dan nilai 

standardized beta sebesar 0,708. Hasil ini 

menunjukkan bahwa H₀ ditolak dan H3 

diterima, sehingga Transparansi 

berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap Kinerja Pemerintah Desa. 

Selain itu, nilai beta yang paling besar 

dibandingkan variabel lain menunjukkan 

bahwa Transparansi merupakan variabel 

paling dominan dalam memengaruhi 

kinerja pemerintah desa dalam model 

penelitian ini. 

Pembahasan Penelitian 

Pengaruh Perencanaan Keuangan Desa 

terhadap Kinerja Pemerintah Desa 
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Berdasarkan uji t, Perencanaan 

Keuangan Desa memiliki nilai t hitung = 

1,968 dengan signifikansi 0,054, sehingga 

tidak signifikan secara parsial karena nilai 

Sig. lebih besar dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun 

perencanaan keuangan desa cenderung 

berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen, pengaruhnya belum cukup kuat 

untuk dikatakan nyata secara statistik. Dari 

sisi multikolinearitas, nilai Tolerance = 

0,197 dan VIF = 5,065, yang masih berada 

di bawah ambang batas VIF < 10 dan 

tolerance > 0,10. Ini berarti Perencanaan 

Keuangan Desa tidak mengalami masalah 

multikolinearitas dengan variabel lain 

sehingga variabel ini dapat dipertahankan 

dalam model regresi. Namun, peneliti perlu 

mempertimbangkan perbaikan indikator 

atau penambahan sampel agar pengaruhnya 

menjadi signifikan. 

Dengan hasil ini, pemerintah desa 

diharapkan dapat terus meningkatkan 

kualitas perencanaan keuangan dengan 

melibatkan masyarakat, memperkuat 

kapasitas aparatur desa dalam penyusunan 

anggaran, serta meningkatkan koordinasi 

antarperangkat desa dalam proses 

perencanaan. Peningkatan kualitas 

perencanaan keuangan secara 

berkelanjutan akan berdampak positif pada 

pencapaian target pembangunan desa serta 

pada peningkatan kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah desa secara 

keseluruhan. 

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap 

Kinerja Pemerintah Desa 

Nilai uji t untuk Akuntabilitas adalah 

t hitung = 0,323 dengan signifikansi 0,748, 

sehingga tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap variabel dependen. 

Hal ini menunjukkan bahwa variasi pada 

akuntabilitas dalam penelitian ini tidak 

memberikan kontribusi yang berarti 

terhadap perubahan variabel dependen. 

Meskipun demikian, nilai Tolerance = 

0,203 dan VIF = 4,917 menunjukkan 

bahwa Akuntabilitas tidak mengalami 

multikolinearitas dengan variabel lainnya 

karena VIF masih jauh di bawah 10. 

Dengan demikian, rendahnya pengaruh 

Akuntabilitas bukan disebabkan oleh 

multikolinearitas, melainkan kemungkinan 

disebabkan oleh faktor instrumen 

penelitian, pemahaman responden, atau 

konteks yang tidak mendukung variabel ini. 

Peneliti bisa mempertimbangkan revisi 

indikator atau memperluas sampel agar 

hasilnya lebih representatif. 

Hasil penelitian ini memberikan 

makna bahwa akuntabilitas berperan 

penting dalam mendorong peningkatan 

kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas 

adalah salah satu prinsip tata kelola 

pemerintahan yang menuntut pemerintah 
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desa untuk dapat 

mempertanggungjawabkan setiap tindakan, 

kebijakan, serta penggunaan sumber daya 

publik kepada masyarakat. Ketika 

akuntabilitas diterapkan dengan baik, 

pemerintah desa dapat menjalankan tugas 

dan fungsinya secara efektif, transparan, 

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pengaruh Transparansi Terhadap 

Kinerja Pemerintah Desa 

Transparansi menunjukkan hasil 

yang sangat signifikan dengan t hitung = 

7,479 dan Sig. = 0,000, yang berarti 

Transparansi berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap variabel 

dependen. Nilai Beta = 0,708 juga 

menunjukkan bahwa Transparansi 

merupakan variabel paling dominan dalam 

model regresi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan transparansi dalam 

pengelolaan desa secara nyata akan 

meningkatkan variabel dependen (misalnya 

kinerja, partisipasi masyarakat, atau 

akuntabilitas). Dari sisi multikolinearitas, 

nilai Tolerance = 0,267 dan VIF = 3,740 

masih berada pada batas aman (VIF < 10), 

sehingga pengaruh Transparansi dapat 

dianggap valid dan tidak dipengaruhi oleh 

korelasi tinggi antar variabel. Dengan 

demikian, Transparansi menjadi faktor 

kunci yang perlu diperkuat dalam upaya 

meningkatkan kinerja desa. 

Transparansi dan akuntabilitas 

berdasarkan hasil pengujian berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja Pemerintah 

Desa. Transparansi adalah kebebasan untuk 

mengakses informasi yang dibutuhkan 

berkaitan dengan kepentingan public yang 

secara langsung dapat diperoleh pihak-

pihak yang berkepentingan. Penerapan asas 

transparansi mencakup kemudahan 

mengakses informasi keuangan yang 

dibutuhkan Masyarakat, dan laporan 

tersebut dipahami. Kemudahan mengakses 

informasi terwujud apabila dipublikasikan 

secara terbuka melalui media masa atau 

website. 

Dengan demikian transparansi 

berpengaruh terhadap kinerja pemerinah 

desa, berarti bahwa pelaksanaan tanggung 

jawab pemerintah desa diungkapkan secara 

jujur dan terbuka yang memungkinkan 

semua pihak yang berkepentingan terutama 

Masyarakat dapat mengetahui sekaligus 

menilai perkembangan kinerja pemerintah 

desa. Hal ini sejalan dengan konsep teori 

yang dikemukan Krina (2003) yang 

menyatakan bahwa transparansi 

pertanggungjawaban apparat atas 

pelaksanaan wewenang atau pelaksanaan 

lingkup tanggung jawab secara jujur dan 

terbuka sehingga Masyarakat dapat 

memperoleh informasi yang mudah 

dipahami dan diakses pendayagunaan 

sumber daya. 
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Selain itu, tingginya nilai t-hitung 

mengindikasikan bahwa transparansi 

memiliki posisi dominan dalam 

menjelaskan variasi kinerja pemerintah 

desa dalam model regresi. Hal ini berarti 

bahwa meskipun variabel lain seperti 

perencanaan keuangan desa dan 

akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang 

signfikan, namun transparansi memberikan 

kontribusi yang besar terhadap peningkatan 

kinerja pemerintah desa. Temuan ini 

sejalan dengan berbagai penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa 

transparansi memiliki efek signifikan 

terhadap kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan. 

KESIMPULAN DAN SARAN   

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

Perencanaan Keuangan Desa dan 

Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah 

Desa, yang ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi masing-masing sebesar 0,054 

dan 0,748 (> 0,05), meskipun Perencanaan 

Keuangan Desa memiliki arah pengaruh 

positif. Sebaliknya, Transparansi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Pemerintah Desa dengan nilai 

signifikansi 0,000 (< 0,05) serta memiliki 

nilai Standardized Beta terbesar (0,708), 

yang menunjukkan bahwa transparansi 

merupakan variabel paling dominan dalam 

model penelitian. Dengan demikian, 

peningkatan keterbukaan informasi dan 

transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa terbukti berperan 

penting dalam meningkatkan kinerja 

pemerintah desa. 

Saran 

Penelitian ini memberikan beberapa 

saran dan memiliki keterbatasan yang perlu 

diperhatikan. Bagi pemerintah desa, 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

perencanaan keuangan melalui 

peningkatan kapasitas aparatur, penguatan 

perencanaan partisipatif, serta 

penyempurnaan sistem pengelolaan 

anggaran, memperkuat akuntabilitas 

melalui sistem pelaporan dan pengawasan 

internal yang lebih baik, serta 

meningkatkan transparansi dengan 

memperluas akses informasi publik melalui 

berbagai media agar partisipasi dan 

kepercayaan masyarakat semakin 

meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, 

disarankan untuk memperluas objek dan 

lokasi penelitian serta mempertimbangkan 

penggunaan metode penelitian kualitatif 

atau mixed methods guna memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam. Adapun 

keterbatasan penelitian ini meliputi jumlah 

responden yang terbatas, penggunaan 
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kuesioner berbasis persepsi yang 

berpotensi menimbulkan bias subjektivitas, 

fokus pada tiga variabel independen saja, 

serta penggunaan pendekatan kuantitatif 

yang belum menggali data secara 

mendalam melalui wawancara atau 

observasi lapangan. 
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